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Abstrak

Masalah kawin beda agama adalah persoalan klasik yang tetap menjadi isu
aktual dalam wacana hukum Islam di Indonesia. Diantara penyebab belum
terselesaikannya adalah perdebatan pemahaman para ulama terhadap teks-teks al-
Quran yang mengatur tentang ketentuan pernikahan tersebut. Ketentuan hukum
perkawinan beda agama telah dinyatakan di dalam al-Qur’an, yaitu surat al-
Bagarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10, yang menganggap bahwa
haram bagi laki-laki maupun perempuan Muslim untuk kawin dengan laki-laki
atau wanita non-Muslim baik dari kalangan af/ al-kitab maupun Musyrik dan
surat al-Ma’idah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh menikah
dengan ah/ al-kitdb karena ahl al-kit4b berbeda posisinya dengan Musyrik.

Dalam pembaharuan hukum keluarga (perkawinan), ketentuan tersebut
tidak mengalami keberanjakan. Namun di Indonesia, negara yang menganut
Pancasila, agaknya telah menyimpang dari ketentuan nas tersebut terutama
terhadap surat al-M#’idah ayat 5. di Indonesia, pintu untuk melaksanakan kawin
beda agama ditutup oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekalipun antara
Muslim dengan perempuan ah/ al-kitab dengan alasan sadd az-zari‘ah. D1 dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, meskipun tidak menyatakan secara eksplisit
aturan tentang kawin beda agama, namun dalam beberapa pasalnya terutama pasal
2 ayat 1 dan pasal 8 huruf (f), mengindikasikan bahwa perkawinan semacam itu
tidak dikehendaki di Indonesia. Penegasan aturan larangan tentang kawin beda
agama mencapai puncaknya setelah munculnya KHI yang tertuang dalam pasal 40
(c) dan 44 KHI dimana substansi dari pasal tersebut melarang perkawinan beda
agama baik bagi laki-laki Muslim maupun perempuan Muslim. Meskipun begitu,
perkawinan semacam itu masih sering terjadi karena secara objektif sosiologis
adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan
UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk
mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari pelarangan kawin beda agama
pada pasal 40 (c) dan 44 KHI, bagaimana persoalan larangan tersebut ditinjau dart
perspektif sadd az-zari“ah, serta bagaimana pengaruh pelarangan tersebut terhadap
permasalahan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan
pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk
menelusuri alasan yang dipakai para kelompok penentang maupun pendukung
kawin beda agama berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan
filosofis untuk melihat apa yang menjadi tujuan akhir dari pelarangan tersebut.

Maka berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa latar belakang pelarangan tersebut terkait karena dua hal, yaitu
pertama ketakutan umat Islam terhadap bahaya misi Kristenisasi dan kedua,
keinginan umat Islam untuk meneguhkan eksistensi Peradilan Agama lewat
aturan-aturan yang ada dalam KHI Sedangkan dalam perspektif sadd az-zari‘ah,
KHI menganggap perkawinan beda agama lebih banyak akibat negatifnya
daripada positifnya sehingga perkawinan antara laki-laki Muslim dengan
perempuan non-Muslim yang pada dasarnya boleh menjadi terlarang.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) lahir sebagai upaya
untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia dan ini merupakan langkah
maju menuju kearah nasionalisasi hukum Islam.! KHI adalah hukum positif
perdata Islam yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama sebagai pegangan
hakim-hakim agama semisal KUHP dalam Peradilan Umum. Dalam
perumusannya pula, disamping mengacu pada ketiga belas kitab fikih yang pada
umumnya bermazhab Syafi’i, perumusan KHI juga mengacu pada pandangan-
pandangan hukum dari para hakim pengadilan Agama dan para pakar hukum
Islam Indonesia yang telah dipengaruhi adat istiadat Indonesia. Dengan demikian
KHI merupakan hasil pemikiran hampir seluruh lapisan ulama Indonesia. Amir
Syarifuddin sendiri mengatakan bahwa KHI merupakan puncak perkembangan

pemikiran hukum Islam di Indonesia.” Tujuan utama perumusan KHI adalah

" Menurut JN.D Anderson bahwa pada zaman modern ini, sikap negara-negara Muslim
terhadap hukum Islam dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, Negara yang masih
mengakui hukum Islam sebagai hukum dasar dan menerapkannya kurang lebih secara utuh, seperti
Arab Saudi. Kedua, Negara yang meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan
hukum sekuler, seperti Turki. Dan ketiga, Negara yang mengkompromikan hukum Islam dan
hukum lain sebagai hukum dasar, seperti Mesir. J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Moderen,
alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994), him. 100-101. Term kompilasi
diambil dalam bahasa Inggris compilation yang diambil dar kata compilare yang artinya
mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia yakni
kompilasi. Apabila term kompilasi tadi dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, ia biasa
difahami sebgai figh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal,
dan ayat-ayat. Akan halnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak secara spesifik
menjelaskan terminologi “kompilasi” tersebut. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: Gama Media, 2001), him. 75-76.

?  Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa
Raya, 1993), him. 135.




untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi hakim pengadilan
agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipenuhi oleh seluruh bangsa
Indonesia yang beragama Islam.’ Perumusan ini penting sebab penerapan hukum
Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan selalu menjadi masalah
oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan (baca-majelis hakim-)
senantiasa beranekaragam. la terdiri atas beragam kitab fikih dari berbagai aliran
pemikiran (mazhab) yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan
terhadap perkara yang serupa. Kondisi yang demikian ini memberikan kesan
bahwa di Pengadilan Agama tidak atau belum mempunyai standar hukum Islam
yang uniform untuk seluruh lapisan masyarakat, yang hal ini bisa mengurangi
wibawa lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan Nasional
di Indonesia. Akibatnya dalam menghadapi satu kasus, dapat lahir putusan yang
berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Dalam paradigma teori hukum,
produk-produk Peradilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.*
Padahal menurut Bustanul Arifin suatu peraturan haruslah jelas dan sama bagi
semua orang yakni harus ada kepastian hukum.’ Disinilah letak signifikansi
perumusan KHL

Dalam penyusunan KHI, pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan sangat

diperhatikan terutama mengenai hal-hal yang termasuk kategori ijtihad. Dan

*  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,

1992), him. 20.

* Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama daiam Sistem Hukum
Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), him. 2.

°  Abdurrahman, Kompilasi, him. 22. Lihat juga Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum
Islam dolam Sistem Hukum Nasioan! (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 11.




kelahiran KHI sendiri setidaknya merupakan hasil [jtihad -hampir- seluruh ulama
Indonesia yang mencoba merumuskan kebekuan problematika masyarakat masa
kini melalui pendekatan pada al-Qur’an dan Sunnah, termasuk juga pendekatan
ushul fikih. Dalam hukum Islam, segala sesuatu memang harus disandarkan
terlebih dahulu kepada al-Qur’an dan Sunnah, baru kemudian berijtihad.’

Salah satu aspek pendekatan ushul fikih yang termasuk dalam kategori
ijtthad vang digunakan dalam merumuskan KHI adalah sadd az-zari‘ah.” Sadd
az-zari“ah sendiri diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan
terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya boleh. Larangan ini dimaksudkan
untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Dalam hal ini
dasar pemikiran hukumnya adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi.
Pertama sisi yang mendorong untuk berbuat dan yang kedua adalah sasaran atau
tujuan yang menjadi akibat dari perbuatan itu.® Dalam wacana ilmu ushul fikih,
meskipun hampir semua ulama ushul fikih menyinggung tentang sadd az-zari“ah,
namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan tersendiri. Dan
ditempatkannya sadd az-zarf‘ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum
waiaupunv diperdebatkan dan diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti
bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai suatu perbuatan,
akan tetapi karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan

yang dilarang secara jelas, maka hal tersebut menjadi petunjuk atau dalil bahwa

¢ Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), him. 232.
7 Ali Hasballah, Usil at-Tasyri’ al-Islami, cet 11 (Kairo: Dar al-Ma’anf, 1999), him. 276.

8 Wahbah az- Zuhaili, Us#l al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1 879-880.




hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap
perbuatan pokok.”

Pada dasamya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk
memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia
maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur
dalam al-Qur’an dan Hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik
tolak pada tujuan tersebut. Tujuan penetapan hukum perlu difahami dalam rangka
mengetahui apakah terhadap satu kasus hukum masih dapat diterapkan satu
ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut
tidak dapat lagi diterapkan.'® Salah satu cara yang efektif yang dipakai hukum
Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan diberlakukannya
sadd az-zari“ah.

Salah satu masalah yang menjadi pokok bahasan KHI adalah masalah
kawin beda agama.'' Masalah kawin beda agama adalah persoalan klasik yang

tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam di Indonesia. Diantara

° Amir Syanifuddin, Ushul fikih, (Jakarta: Logos Wacana limu dan Pemikiran, 2001), II:
400.

"0 Ibid, him. 34.

' Perkawinan adalah sinonim dari Pernikahan yaitu sebuah aqgad yang sangat kuat untuk
mentaat: perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat, Tanya Jawab Kompilasi
Hukum [Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agéma Islam, 1997/1998), hlm. 160.
Sedangkan Perkawinan Beda Agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan
mengenai Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya
masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat O.S, Eoh, Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 35-36.




penyebab belum terselesaikannya adalah perdebatan pemahaman para ulama
terhadap teks-teks al-Quran yang mengatur tentang pernikahan tersebut. Diantara
ulama ada yang membolehkan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria
Muslim dengan wanita non Muslim', tetapi mereka sama sekali tidak
membolehkan wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim. Sementara itu
ada juga ulama yang berpendapat bahwa seorang pria Muslim sama sekali tidak
diperbolehkan (haram) menikahi wanita yang tidak beragama Islam meskipun dia
adalah pemeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Mereka berargumen bahwa
wanita non Muslim adalah termasuk dalam kategori Musyrik sebagaimana firman

Allah :
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Dalam konteks kelndonesiaan, perkawinan antar agama secara objektif
sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam

agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap

penduduknya.”® Tetapi kemudian, yang harus difahami adalah bahwa dimensi

12 Dasarnya adalah Al- Maidah {5): 5.
3 Al-Baqarah (2): 221.
'* Djohan Effendy, “Jaminan Konstitusional Bagi Agama-agama di Indonesia”, dalam

Komaruddin Hidayat dan Ahmad Agus Af (ed.} Passing Over Melintasi Batas Agama (Jakarta:
Gramedia, 1998), him. 112-113.




perkawinan tidak hanya bersifat sosiologis an-sich, melainkan juga memuat
dimensi teologis. Karena itu semua agama mempunyal peraturan-peraturan
tersendiri berkenaan dengan perkawinan yang mengatur sah atau tidaknya serta
akibat-akibatnya, termasuk sah atau tidaknya perkawinan antar agama. Di
Indonesia masalah perkawinan antar agama menjadi polemik yang hangat di
media massa sejak menjelang ditetapkannya UU No 1 tahun 1974, juga ketika
MUI mengeluarkan fatwa yang melarang perkawinan tersebut lewat fatwa MUI
tanggal 1 Juni 1980 No 05/Kep Munas I/MUL "

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa” Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu”.'® Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka
Islam di Indonesia melahirkan KHI yang diantara materi-materinya adalah
masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja
materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap
permasalahan kawin beda agama. Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah
pasal 40 huruf (c): “Dilarang melangsungkan perkawinan antar seorang pria
dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; huruf c) seorang wanita yang
tidak beragama Islam. Dan pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang
melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Jika materi pasal di atas dihubungkan dengan konsep sadd az-zari*ah,

KHI cendrung menganggap perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan

> M. Atho Mudzhar, Farwa-Farwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang
Pemikiran Hukum [slam di Indonesia tahun 1975-1988, alih bahasa Soedarsono, edisi dwi bahasa
(Jakarta: INIS, 1993), him. 85-99.

'® Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.




persoalan karena terdapat beberapa prinsip yang berbeda. Oleh karena itu perlu
diupayakan satu tindakan preventif berupa pelarangan terhadap terjadinya
perkawinan beda agama. Walaupun sebenarnya larangan tersebut merupakan hal
yang “baru”, sebab dalam literatur fikih klasik laki-laki Muslim hanya dilarang
kawin dengan perempuan musyrik sedangkan dengan perempuan kitabiyah masih
di perbolehkan. Disamping itu, KHI banyak mengambil pendapat ulama Indonesia
termasuk di dalamnya pendapat MUIL Tetapi yang harus di fahami adalah
penetapan hukum terhadap persoalan yang ditetapkan berdasarkan metode az-
zari‘zh baik fath az-zari‘ah maupun sadd az-zari‘ah dapat berubah berdasarkan
maslahat dan mafsadah yang dipengaruhi oleh faktor keadaan dan kebutuhan. Ini
berarti ketentuan pelarangan pada pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI bukanlah satu
ketentuan yang mutlak dan bisa saja berubah berdasarkan pengaruh budaya dan
kondisi sosial dimana ketentuan tersebut diterapkan. Artinya jika alasan yang
dipakai oleh KHI untuk melarang perkawinan beda agama adalah hanya karena
adanya problem keyakinan dan psikologis yang dapat menimbulkan
disharmonisasi dalam keluarga, tentu saja alasan ini sifatnya relatif. Sebab
permasalahan konflik keluarga bukan semata karena berbeda agama. Disamping
itu, alasan yang dipakai oleh KHI dalam pasal 44 tentang larangan seorang
Muslimah kawin dengan pria non-Muslim, terkesan mengikuti penafsiran para
ulama yaitu perempuan dianggap lemah akalnya sehingga dikhawatirkan istri dan
anak-anaknya nanti menjadi murtad. Padahal kemampuan seorang Muslimah

untuk mengislamkan anaknya jauh lebih tinggi dibandingkan jika laki-lakinya




Muslim karena intensitas waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan
anak-anaknya disamping alasan perempuan lemah akal terkesan bias gender.

Oleh karena itu beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan disini.
Pertama, Di satu sisi, dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk,
larangan tersebut terkesan eksklusif dan tertutup sebab tetap saja terdapat
kemungkinan terjadinya 2 orang beda agama saling jatuh cinta, kemudian
membina rumah tangga terutama di kota-kota besar. Tetapi mungkin, dalam
perspektif KHI metode sadd az-zari‘ah diperlukan sebagai upaya preventif dalam
mencegah munculnya kemafsadatan dalam rumah tangga bagi pasangan yang
kawin tetapi berbeda agama  Persoalannya adalah apakah memang dalam
perspektif KHI, masalah kawin beda agama lebih banyak mendatangkan bahaya
daripada manfaatnya (berdasarkan alasan di atas) sehingga secara legal formal
Islam di Indonesia melarang pernikahan tersebut dilakukan yang tertuang dalam
pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 di atas?. Kedua, jika ditelusuri dalam literatur
ushul fikih atau gawd 7d al- fighiyyah, ada beberapa kaidah yang mengindikasikan
bahwa faktor-faktor sosial dan kultural bahkan juga politis menjadi pertimbangan
yang melatar belakangi sebuah keputusan hukum Islam. Diantara kaidah tersebut

adalah :
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Hal in1 berarti bahwa memahami keputusan hukum yang ditetapkan ulama
tidak dapat dilepaskan dari setting historisnya. Jika frame pemikiran ini dikaitkan
dengan materi dalam pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI, maka tentu saja perumusan
pasal ini memiliki alasan historis dalam konteks ke Indonesiaan. Atho Mudzar
sendiri dalam Disertasinya menyimpulkan bahwa faktor kuat pelarangan kawin
beda agama dalam fatwa MUI adalah untuk melindungi keberagamaan umat Islam
di Indonesia dari bahaya Kristenisasi. Lalu bagaimana dengan KHI? Apakah pasal
vang melarang kawin beda agama juga berasal dart kepentingan politik, budaya
atau lainnya vang kemudian memperoleh justifikasi secara teologis atau semata-
mata memang KHI lebih melihat bahwa perkawinan beda agama lebih banyak
menimbulkan implikasi negatif daripada positifnya sehingga KHI secara tegas
melarang kawin beda agama sebagai perwujudan metode sadd az-zari“ah?

Ketiga, ada satu kaidah fikih yang berbunyi :

"alaal Llgia de o ol Gyl

Kaidah ini menurut Asymuni Abdurrahman memberi pengertian bahwa
setiap tindakan (kebijaksanaan) para pemimpin yang menyangkut dan mengenai
hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan
untuk mendatangkan suatu kebaikan. Jika persoalan perkawinan beda agama

dikaitkan dengan kaidah ini, sisi maslahat mana dan seperti apa yang ingin dicapai

7 Asymuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Figih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 71
dan 107.

® 1bid, him. 75.
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oleh pemerintah ketika mengeluarkan aturan pelarangan kawin beda agama dalam
KHI?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba untuk
membahas permasalahan tersebut sebagai kajian skripsi dengan menitik beratkan
pada pengkajian alasan-alasan munculnya pasal tersebut serta bagaimana pasal
tersebut ditinjau dalam perspektif metode ushul fikih.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan
sebagal berikut :
1. Apa latar belakang munculnya pasal 40 huruf (c¢) dan 44:KHI tentang
larangan kawin beda agama?
2. Bagaimana analisis konsep sadd az-zariah terhadap pasal 40 huruf (c) dan
44 KHI tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap permasalahan
perkawinan di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
I. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendapatkan alasan yang tepat sebab-sebab tidak
diperbolehkannya perkawinan beda agama sebagaimana yang
termuat dalam pasal 40 huruf (c) dan 44 KHIL
b. Untuk memahami kedudukan sadd az-zariah sebagai dalil dalam
wacana ushul fikih serta pada akhimnya mencoba menganalisa pasal
40 huruf (c) dan 44 KHI tersebut dalam perspektif sadd az-zari*ah.

2. Kegunaan Penelitian
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Studi ini nantinya diharapkan berguna untuk :

a. Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam
terutama tentang KHI sebagai salah satu produk yuridis yang
bernuansa ke Indonesiaan.

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian-
kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Secara keseluruhan, KHI terdiri dari 229 pasal yang terbagi menjadi tiga
buku. Buku I berisi tentang aturan perkawinan (19 bab, 170 pasal). Buku II
mengatur masalah Kewarisan (6 bab, 43 pasal). Dan buku III mengatur tentang
tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf ( 15 bab, 12 pasal).

Penelitian tentang perkawinan beda agama, sebenarnya sudah cukup
banyak dilakukan oleh para ahli fikih klasik maupun kontemporer dan sudah
sering dibicarakan, didiskusikan dan ditulis, baik dalam bentuk buku, karya tulis
ilmiah (Skripsi, Tesis, atau Disertasi), atau ditulis sebagai artikel dalam jurnal-
jurnal ilmiah baik yang pro maupun yang kontra terhadap perkawinan beda
agama. Namun kaji'an—kajian tersebut jarang sekali yang mencoba mengkritisi
masalah kawin beda agama dalam aturan KHI secara mendalam apalagi mencoba
meneropongnya dalam perspektif sadd az-zari“akh.

Dalam karyanya Masail Fighiyyah, M. Ali Hasan lebih cenderung untuk
mengaitkan masalah perkawinan beda agama dengan tuyjuan perkawinan. Jika
perkawinan beda agama itu menghalangi tujuan perkawinan yaitu membentuk

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka bentuk perkawinan seperti
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itu haram hukumnya.” Senada dengan hal di atas, Abdul Mutaal Muhammad al-
Jabry dalam buku Perkawinan Campuran Menurut Pandangan [slam berpendapat
bahwa secara normatif perkawinan dengan Musyrikah maupun kitabiyah lebih
banyak menimbulkan madharat ketimbang maslahat, dan ditambahkan jika
menikah dengan wanita non-Islam itu dimakruhkan bagi laki-laki Muslim atau
diharamkan menurut sebagian ulama yang lain, maka secara logika pernikahan
antaragama seperti itu haram dilakukan.? Sedangkan Idris Ramulyo dalam buku
Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No I Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan bahwa perkawinan antar agama tidak
diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan
oleh ajaran agama karena terdapat halangan perkawinan baik bagi calon suami
mapun istri dan juga karena perkawinan tersebut tidak dikehendaki oleh pasal 2
ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Perkawinan.’!

Abdul Salam Arief dalam bukunya Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam
Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut
menjelaskan bahwa menurut Syaltut jika seorang laki-laki Muslim mampu
membina anak-anaknya dan keluarganya secara Islami, maka perkawinan dengan
wanita kitabiyah diperbolehkan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka perkawinan

tersebut harus dilarang karena bertentangan dengan maghasid asy-syari’'ah yaitu

¥ M. Al Hasan, Masail Fighiyyah, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995),
hlm. 16-17.
¥ Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, Perkawinan Campuran Menurut Pandangan
Islam, alih bahasa Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), him. 29-30.

*! Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1
Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum [slam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 194.
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pemeliharaan terhadap agama.”* Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai
Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 dengan tegas mengatakan menurut
penjelasan pasal 2 ayat 1 “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam, tidak ada kemungkinan untuk
kawin dengan melanggar “hukum agama sendiri”. Demikian juga bagi orang
Kristen, Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.”

Beberapa karya lain yang cendrung menganggap perkawinan beda agama
dibolehkan antara lain O:S. Eoh dalam bukunya Perkawinan Beda Agama dalam
Teori dan Praktek menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-undang No 1
Tahun 1974 muncul kesulitan secara teoritis maupun praktis. Teoritis, karena
tidak ditemukan landasan hukum tentang perkawinan beda agama dan praktis,
karena disatu pihak Undang-undang perkawinan mengakui eksistensi hukum
agama sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan sedangkan
dipihak lain ada agama tertentu yang melarang perkawinan beda agama.
Akibatnya bisa saja terjadi salah satu pihak akan beralih agama secara pura-pura
mengikuti agama pihak lainnya hanya sekedar untuk bisa mengadakan
perkawinan. Jika demikian maka akan muncul penyeludupan hukum.
Ditambahbkan lagi karena Undang-undang tidak mengatur masalah ini, maka

berdasarkan pasal 66 Undang-undang Perkawinan memungkinkan peraturan

2 Abdul Salam Anef, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakia dan Realita
Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaitut (Yogyakarta: LESFI, 2003), him. 127.

¥ Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1/1974 (Jakarta: Tintamas,
1975), him. 5-6.
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perkawinan sebelumnya baik BW, GHR, HOCI tetap berlaku sehingga tidak ada
alasan untuk menjadikan perbedaan agama menjadi pengalang perkawinan.”*

Satu karya ilmiah yang menurut penyusun memberi terobosan baru dan
pandangan inklusif terhadap perkawinan beda agama adalah buku yang ditulis
oleh Nurchalish Madjid dan kawan-kawan vyaitu Figih Lintas Agama Membangun
Masyarakat Inklusif-Pluralis. Dalam buku ini, dijelaskan terdapat distingsi yang
jelas antara kaum musyrik, Kristen dan Yahudi. Yang membedakan antara
musyrik dengan Kristen dan Yahudi yaitu ajaran monoteisme. Sehingga kita tidak
boleh mencampuradukkan makna dan arti keduanya; dimana musyrik diartikan
Ahli Kitab dan Ahli Kitab diartikan musyrik. Ditambahkan, alasan yang cukup
fundamental tentang dibolehkannya nikah beda agama, terutama dengan non-
Muslim, yaitu teks surat Al-Ma’idah ayat 5 dimana ayat ini berfungsi dua hal
sekaligus, yaitu sebagai pengahapus (nasikh) dan pengkhusus (mukhashshish) dari
ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik.
Akibatnya jika dikaitkan pandangan ini dengan masalah perkawinan, maka
pernikahan beda agama boleh dilakukan.®

Abdullah Ahmed An-Naim, seorang intelektual asal Sudan juga
berpendapat bahwa larangan kawin bagi pria Muslim maupun wanita Muslim

adalah merupakan tindakan diskriminatif.*®

*0.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), him. 10.

» Mun’im A. Sirry (ed.), Figih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis
(Jakarta: Paramadina, 2004), him. 159-161.

% Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak
Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Isiam, alih bahasa : Ahmad Suaedy dan
Amiruddin Asrani, cet 2 (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 337.
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Drs. Zarkasyt A. Salam sendiri menjelaskan bahwa setelah mengadakan
penelitian terhadap perkawinan beda agama, maka seorang pria atau wanita
Muslim tidak dibenarkan menikahi ahl al-kitab karena akan mempengaruhi
keharmonisan rumah tangga terutama terhadap anak-anak.”” Kajian lain adalah
disertasi yang ditulis M Atho Mudzar dibawah judul “Fatawas of the Council of
Indonesia Ulama : A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988.
Bedanya studi ini lebih menfokuskan pada kaji.an fatwa MUI yang salah satu
materinya tentang larangan kawin beda agama. Muhammad Daud Ali dalam
menaggapi pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI berpendapat bahwa dalam surat al-
Maidah ayat 5, Allah memberi dispensasi berupa hak atau kewenangan kepada
pria Muslim untuk menikah dengan wanita akl al-kitab Yahudi atau Nasrani
dengan catatan hak atau kewenangan itu dapat dipergunakan atau tidak tergantung
kepada situasi, kondisi dan keadaan dirinya.28

Kajian formal berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kawin beda
agama baik dalam bentuk skripsi maupun tesis sudah cukup banyak ditulis, tetapi
kebanyakan kajian tersebut belum pernah menyentuh aspek sadd az-zari“ah dan
hanya membicarakan kawin beda agama secara global. Diantaranya tulisan

Rochmatun, Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam

7 Zarkasy A. Salam, “Perkawinan Antara Orang yang Berbeda Agama (Mushim dengan
non Muslim)”, “Jurnal Balai Penelitian P3M IAIN SUKA”, No. 9 th. IV (Januari-Apnl, 1995),
hlm. 32

2% M. Daud Ali, “Perkawinan Campuran Antar Orang-Orang Berbeda Agama”, Mimbar
Hukum, No. VIII th. 1993, hlm. 53.
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Kompilasi Hukum Islam,” di sini disimpulkan bahwa pelarangan dalam pasal 40
huruf (c) tersebut merupakan penegasan landasan yuridis terhadap pasal 2 ayat 1
Jjo pasal 8 huruf (f) UU no 1 tahun 1974 karena disamping tujuan perkawinan
yang tercantum dalam pasal 1 UU perkawinan sukar terwujudnya, juga dampak
negatifnya jauh lebih besar dari dampak positifnya. Hanya saja skripsi ini masih
membatasi hanya pada pasal 40 KHI saja. Dan tulisannya Fatahuddin Azis
Siregar, Study Terhadap Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad
Abduh.* Skripsi ini hanya mengulas tentang pandangan Muhammad Abduh
tentang konsep ahl al-kitab dan implikasinya terhadap permasalahan pernikahan
beda agama, bidang yang jelas-jelas temanya berbeda dengan yang akan diangkat
oleh penyusun Sedangkan pada karya Tesis, tulisan Tutik Hamidah, Peraturan
Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)®', hanya menjelaskan
tentang keterkaitan antara permasalahan peraturan perkawinan beda agama
dengan kondisi keberagamaan masyarakat Indonesia (terutama korelasi antara
penganut agama dengan lembaga agama) dalam perspektif sosiologis.

Oleh karena sepanjang pengetahuan penyusun belum ada karya-karya
vang secara intens membahas perkawinan beda agama dalam perspektif sadd az-
zarf“ah, khususnya pada materi KHI, maka penyusun merasa tertarik untuk

menelitinya lebih lanjut sesuai dengan judul yang tertera di atas.

¥ Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, tahun
1997, tidak diterbitkan.

0 Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, tahun
1997, tidak diterbitkan.

! Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kaljjaga Yogyakarta, tahun 2000, tidak diterbitkan.
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D. Kerangka Teoretik
Paradigma paling mendasar yang harus dimengerti adalah bahwa syariah
Islam yang dibawa oleh Rasulullah mengemban misi dan fungsi sebagai rahmatan
lil “alamin.’” Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firmannya.
WM\;.IIZAJY} Al f Lag
Sasaran utama syariah Islam sebagaimana ditegaskan oleh Abu Zahrah
adalah tercapainya dan terwujudnya kebaikan (mas/ahah) bagi manusia meskipun
seringkali hal itu tidak tertangkap oleh daya nalar manusia yang serba terbatas.>*
Namun satu hal yang pasti, tak seorangpun dari kalangan umat Islam yang
menyangkal bahwa syariah Islam terdiri dari hukum-hukum dan tujuan-tujuan yag
mementingkan maslahat manusia, serta untuk memperbaiki kondisi kehidupan
mereka. Muhammad Hasyim, sebagai penjabaran dari pendapat Abu Zahrah,
menjelaskan bahwa kemaslahatan pada konteks kehidupan umat manusia dalam
studi hukum Islam dapat disamakan dengan tuntutan perlindungan terhadap lima
konfigurasi kehidupan, yakni
I. kebebasan beragama

2. siklus hidup secara wajar

L2

pemberdayaan akal

4. keturunan

* Munawir Sadzali, Iljtihad Kemanusiaan, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), him. 2.
* Al-Anbiya’ (21): 107.
** Muhammad Abu Zahrah, Usal al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), him. 366.
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5. pemilikan harta®

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa hukum Islam
disamping berwatak teologis yang memuat aturan-aturan yang telah pasti seperti
ketentuan ibadah, ia juga Berwatak sosiologis karena sangat mempertimbangkan
kebaikan (maslafah) manusia. Sifat yang seperti itulah yang menjadikan hukum
Islam sangat akomodatif terhadap muatan-muatan kultural yang variatif dan
lokalitas yang dinamis.

Salah satu cara yang efektif yang dipakai hukum Islam untuk mewujudkan
kemaslahatan umat manusia tersebut adalah diberlakukannya sadd az-zari“ah. Az-
zarf“ah merupakan was4’i/ (perantara) yang membawa kepada magasid dengan
dua kemungkinan yaitu membawa kemaslahatan atau mengakibatkan
kemafsadatan.*® Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dengan tujuan menciptakan
kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya sekaligus menolak setiap bentuk
kemafsadatan. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali jika perbuatan yang akan
membawa kepada maslahat harus dituntut, sebaliknya jalan yang akan membawa
kepada mafsadat harus ditutup rapat-rapat. Adalah sangat mustahil disatu sisi
Allah melarang satu perbuatan, tetapi disisi lain ia membolehkan jalan yang akan
membawa kepada perbuatan terlarang tersebut.’’ Inilah dasar pemikiran yang

dijadikan ulama dalam menetapkan metode az-zari‘ah dan atas dasar pemikiran

** Muhammad Hasyim, “Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Teori Maslahat ™,
Khazanah, Edisi 48/1V, 1998, him. 9-10.

* Wahbah az-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 11 - 87.
3" Hasbi Ash Shiddieqi, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), him. 321.
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ini pula, mereka menetapkan kaidah : “sesuatu yang bisa mengantarkan kepada
yang dilarang, maka hukumnya juga dilarang”. 38

Para ulama Hanabila mempopulerkan dan mengembangkan az-zari‘ah
ini*® disamping pula banyak dipakai oleh imam Malik.”’ Dan dalam mazhab
Hanbali, Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama yang banyak
memaparkan telaah tentang az-zarf‘ah tersebut. Menurutnya, hampir seratus ayat

al-Quran dan Hadis berkaitan dengan az-zarf‘ah* Diantaranya adalah firman
Allah yang berbunyi..

¥ O3 Cnan Vg g9 R Oliagg (A Jlad (e (pdandaty ciliagall fBg

2\" ; @ ; r LA

Larangan utama dari kandungan ayat ini adalah memperlihatkan perhiasan

bagi kaum wanita, oleh karena itu dengan mengehentakkan kaki dapat membawa

kepada penampakkan perhiasannya, maka menghentakkan kakipun dilarang.

Kemudian Hadis nabi yang mengharamkan laki-laki berada ditempat yang sepi

dengan wanita asing sekalipun ketika membaca al-Quran atau dalam waktu

** Yusuf al-Qardawi, al-Halil wa al-Hardm fi al-Islém (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1994),
him. 34.

** Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyalh (Kairo: Dar al-Fikri al-
Arabi, t.t), IT: 336.

* Muhammad Abu Zahrah, Usd/ al-Figh (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), him. 227

@ Ibau Qayyim al-Jauziyyah, /“Jam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-
Jaill, tt), HI:137.
“ An-Nur (21): 31.
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perjalanan.®. Larangan utama dari Hadis ini adalah melakukan zina. Oleh sebab
itu berada di tempat sepi berduaan antara laki-laki dan perempuan dapat
menimbulkan kecurigaan terjadinya perbuatan cabul, maka berada ditempat sepi
berduaan laki-laki dan perempuan itupun tidak diperbolehkan.

Bertolak dari kandungan ayat dan Hadis tadi jelaslah bahwa az-zari“ah
dalam penggunaanya ditekankan pada dampak suatu perbuatan (amnazar fi al
ma ’zz/arZ)44 Pendekatan analisis maslahat melalui az-zari‘ah dalam ilmu ushul
fikih mempunyai dua kaidah yaitu sesuatu yang menimbulkan maslahat maka
peluangnya harus dibuka baik dengan hukum wajib, an nadb maupun ibahat.
Inilah vang biasa disebut fatthu az-zari‘ah. Sedangkan yang akan membawa pada
mafsadat harus ditutup baik dengan haram maupun makruh. Dan inilah yang
kemudian biasa disebut dengan sadd az-zari‘ah.” asy-Syatibi berpendapat bahwa
melihat akibat atau dampak suatu perbuatan (annazar fi al ma’alaf) merupakan
tujuan yang dikehendaki oleh syara’ baik perbuatan itu sesuai atau tidak dengan
ketentuan syara’.*® Hasbi mengatakan bahwa syara® dalam mencegah
kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang

menyampatkan kita kepada mafsadat secara tidak langsung. Oleh karena itu,

“ Al Bukhiri, Sahik al-Bukhiri (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), VI: 159.
Bunyinya: ) ‘
poa pag V) Bl pall JEacY g o aa 53 Lgaa g W1 B pals o) Gplia ¥ alug 4k Al e il (B
* Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwifaqat fi Usil asy-Syari‘ah (Beirut: Dar al-Ma’rifah,
t.t), IV: 194

** Husein Hamid Hasan, Nazriyat al-Maslahat fi al-Figh al-Islamy (Beirut: Dar an-
Nahdah al-Arabiyah, 1971), him: 203.

“ Asafri Jaya Bak, Konsep Maghasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 153.
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agama menyumbat segala jalan yang menyampaikan kepada mafsadah, walaupun
perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsada}’mya.47 Dengan demikian annazar 1 al
ma’alat dalam sadd az-zari‘ah adalah merupakan prinsip yang harus dipegang.
K. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (/ibrary research) dalam arti
data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal,
majalah, surat kabar dan lain-lain.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptik analitis. Maksudnya penyusun berusaha
mengembangkan data-data yang ada dan menggambarkan secara komprehensif
sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis
terhadap data-data tersebut. Dalam artian penyusun mencoba menggambarkan
pemikiran yang tertuang dalam ketentuan pasal 40 huruf (¢) dan 44 KHI tentang
perkawinan beda agama dan nantinya akan dianalisis dalam perspektif sadd az-
zari“ah.
3. Tekhnik Pengumpulan Data
Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (/ibrary
research), maka pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari data-
data yang dibutuhkan dari sumber-sumber tulisan, baik dalam bentuk ‘buku,
artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya (skripsi atau tesis).

Sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi :

*7 Hasbi As-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, him. 322.
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a) Sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b) Sumber data sekunder yang terdiri dari buku dan bentuk tulisan
lainnya yang membahas tentang hukum perkawinan beda agama, atau
yang tidak membahas tentang hukum perkawinan beda agama tetapi
diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pembahasan

4. Metode Analisa Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, penyusun analisis dengan

menggunakan metode kualitatif dengan pola fikir induktif. Maksudnya, metode
ini digunakan untuk mengkaji proses penalaran yang dilakukan oleh ulama
tentang kawin beda agama serta latar belakang munculnya ketentuan pasal 40
huruf (¢) dan 44 KHI yang menjadi fokus penelitian ini menuju kepada
kesimpulan akhir.

5. Pendekatan Studi

Dalam hal ini penyusun menggunakan dua mode! pendekatan :

a) Normatif . mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-
norma hukum yang berlaku.

b) Filosofis : mendekati permasalahan berdasarkan pada hikmah dan
tujuan yang terkandung dalam penetapan satu bukum.

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan yang terkait secara

sistematis antara satu dengan yang lainnya. Adapun perinciammya sebagal berikut :
Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

pokok masalah, tujuan dan kegunmaan penelitian, tela’ah pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.




Bab kedua berisi tentang konsep sadd az-zari‘ah yang nantinya akan
penyusun gunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan ini. Dimulai dari
pengertian, dasar-dasar sadd az-zarf ‘2h, macam-macam sadd az-zari ‘ak, hubungan
sadd az-zari‘ah dengan magasid asy-syari‘ah, serta pandangan ulama tentang sadd
az-zari“ah sebagai dasar penetapan hukum.

Bab ketiga mencoba mendeskripsikan tentang masalah kawin beda agama
yang terdiri dari dua sub tema, yaitu perfama, gambaran umum tentang kawin
beda agama dalam wacana Islam yang meliputi tentang deskripsi teks al-Qur’an
dan Hadis yang berhubungan dengan kawin beda agama, lalu dilanjutkan dengan
pembahasan tentang konsep a#/ al-kit4b kemudian baru masuk penjelasan tentang
wacana kawin beda agama dalam perspektif mufassirin dan fuqaha’. Setelah itu
pada sub tema yang kedua, penyusun membicarakan persoalan kawin beda agama
dalam peraturan hukum di Indonesia baik menurut Undang-undang No 1 Tahun
1974 maupun menurut KHI sendiri.

Bab keempat merupakan substansi dari penelitian ini yaitu mencoba
menganalisis masalah kawin beda agama yang terbagi dalam tiga sub-bahasan
yaitu pertama dimulai dari penelitian tentang latar belakang atau sebab-sebab
munculnya pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI, kedua, bagaimana konsep pelarangan
tersebut dikaji dari perspektif sadd az-zari‘ah serta selanjutnya akan ditutup
dengan refleksi terhadap beberapa persoalan yang perlu dicermati dalam wacana
kawin beda agama.

Bab kelima adalah penutup dan sebagai akhir bab-bab sebelumnya yang

berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun berusaha melakukan analisis dan meneliti secara

mendalam terhadap persoalan kawin beda agama khususnya dalam Kompilasi

Hukum Islam, maka penyusun mengambil kesimpulan:

1.

(O]

Ada 3 ayat dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan persoalan perkawinan
beda agama vyaitu surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Mumtahanah ayat 10,
dan bal—Mé’idah ayat 5. 2. Surat yang pertama dan kedua, menganggap
bahwa haram bagi laki-laki maupun perempuan Muslim untuk kawin
dengan wanita non-Muslim baik dari kalangan ah/ al-kitib maupun
Musyrik. Sedangkan pada surat yang ketiga para ulama berpendapat
bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan ah/ al-kit3b karena ahl al-

kit4b berbeda posisinya dengan Musyrik.

- Keringanan yang diberikan nas terhadap laki-laki Muslim untuk menikah

dengan perempuan kitabiyah, tidak berlaku dalam aturan hukum di
Indonesia khususnya dalam KHI. Ada dua hal yéng melatar belakangi
lahirya pasal 40 (c) dan 44 KHI, yaitu pertama ketakutan umat Islam
terhadap bahaya misi Kristenisasi dan kedua, keinginan umat Islam untuk
bisa menerapkan hukum Islam di Indonesia secara luas lewat eksistensi

Peradilan Agama melalui aturan-aturan vang ada dalam KHI.

- Alasan yang dipakai oleh KHI dalam merumuskan pasal tentang

pelarangan kawin beda agama secara normatif adalah sama dengan apa
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yang dipakai oleh ulama klasik. Dalam kajian Ushul Fikih, metode yang
dipakai oleh KHI adalah sadd a7-zari“ah yaitu suatu metode yang dipakai
oleh seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus
hukum yang pada dasamnya boleh. Dalam perspektif KHI perkawinan beda
agama lebih banyak akibat negatifnya daripada positifnya sehingga
perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim yang
pada dasamya boleh menjadi terlarang. Adapun tujuan akhir yang ingin
dicapai oleh KHI adalah pemeliharaan agama sesuai dengan konsep dan
tujuan magqdsid asy- syarf’ah,

. Ketentuan pelarangan kawin beda agama dalam KHI perlu ditinjau
kembali dengan beberapa alasan, pertama, KHI hanya pedoman bagi
unifikasi hukum di Peradilan Agama dan ditambah landasan hukumnya
hanya Inpres. Kekuatan hukum “memaksa” dan “mengikat” dari Inpres
dalam tata hukum Indonesia masih sangat lemah. Kedua, kalau benar
alasan Kristenisasi dianggap sebagai alat Justifikasi terhadap pelarangan
kawin beda agama, maka penyusun menganggap tidak lagi sesuai untuk
saat ini. Ketiga, di dalam KHI ada satu pasal yaitu pasal 116 ayat h yang
bertentangan dengan pasal 40 (¢) dan 44 KHI. Keempat, alasan bahwa
pasangan kawin beda agama tidak harmonis adalah alasan yang relatif.
Kelima, kalau alasan yang dipakai oleh KHI dalam pasal 44 adalah sama
dengan alasan yang dipakai oleh ulama kiasik yaitu ijma’ dan karena
perempuan tidak memiliki kebebasan dalam rumah tangga, maka saat ini

alasan tersebut mungkin perlu ditinjau kembali.



B. Saran-saran

L.

(B

Perkawinan beda agama perlu mendapat perhatian karena hal inj sangat
berkaitan dengan Hak Azazi Manusia dalam memilih pasangannya
terutama bila dikaitkan dengan perasaan cinta. Untuk itu perlu dikaji lebih
lanjut terutama dari sisi kajian empirisnya karena sampai sekarang ini
masih sering terjadi perkawinan beda agama baik itu penelitian tentang
berapa jumlah pasangan perkawinan beda agama padahal sudah ada
larangan dari MUI bahkan dalam KHI sendiri?’Bagaimana cara
pelaksanaan perkawinan mereka?apa problem yang muncul dalam rumah
tangga yang pasangannya berbeda agama? Dan persoalan-persoalan

lainnya.

- Materi-materi dalam KHI perlu diadakan perbaikan dalam rangka

penyempumaan sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan

yang muncul di masyarakat, baik dalam aturan F ormil maupun Materil,

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum mengatur persoalan perkawinan

beda agama hanya mengatur perkawinan campur yang berkaitan dengan
perkawinan antar warga negara. Ini bisa dimaklumi karena memang
perkawinan tersebut tidak diperkenankan. Walaupun sudah ada penegasan
tentang larangan kawin beda agama dalam KHLI, tetapi sekali lagi, wacana
perkawinan beda agama adalah realita dan tetap saja terbuka kemungkinan
terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta. Oleh karena itu,

perlu dibuat aturan tersendiri mengenai perkawinan beda agama
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Lampiran I

TERJEMAH

No

Him

Foot
Note

Terjemahan

BAB 1

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mu’min lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mu’min)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mu'min lebih baik dari orang Musyrik walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan 1zin-
Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

17

Ada tidaknya suatu hukum itu tergantung dengan ada
tidaknya illat (alasan) hukum.

(V]

17

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran
berubah masa.

18

Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan
dengan kemaslahatan

17

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

19

42

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan memelihara
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari
padanya.

BAB II

24

Sarana yang menyampaikan dari maslahat kepada
mafsadah

25

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang
yang mengandung kerusakan

26

10

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan
(kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah:
“Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang
kafir siksaan yang pedih.

10

27

13

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan.




27

15

Berkata Umar: Wahai Rasulullah biarkan aku
memotong leher orang munafik ini. Maka Rasulullah
menjawab: jangan karena nanti Muhammad akan
dikatakan membunuh para sahabatnya.

12

(99
S

21

Twuan Umum Syari’ dalam mensyari’atkan hukum
1alah merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan
in, menarik keuntungan untuk mereka dan
melenyapkan bahaya dari mereka

40

40

Apakah Qiyas itu juga ijtihad? Atau ada bedanya? Aku
katakan keduanya punya arti yang sama.

|14

42

42

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.

15

42

Bila berkumpul yang haram dengan yang halal, maka
yang haram dimenangkan atas yang halal.

BAB III

16

Dan janganiah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mu’min lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mu’min)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mu’min lebih baik dari orang Musyrik walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-
Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

17

50

14

Bahwasannya apabila Ibn Umar ditanya tentang hukum
menikahi perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab:
sesungguhnya Allah telah mengharamkan perempuan-
perempuan Musyrik bagi laki-laki Muslim. Dan saya
tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar dari pada
perkataan seorang perempuan bahwa Tuhannya adalah
Isa, seorang hamba diantara hamba-hamba Allah.

18

51

15

Orang-orang Musyrik dua tempat disisi Nabi
Muhammad SAW dan orang-orang Mu’min, yaitu
orang-orang Musyrik Ahl al-Harb, Nabi memerangi
mereka dan mereka juga memerangi Nabi, dan orang-
orang Musyrik Ahl “Ahdi, Nabi tidak memerangi
mereka dan mereka tidak memerangi Nabi. Apabila
seorang perempuan dari golongan Ahl al-Harb berhijrah
(masuk Islam), maka ia tidak boleh dilamar sampai ia
haid dan suci. Kemudian apabila ia telah suci, maka ia
halal untuk dinikahi. Kemudian jika suaminya telah
hiyrah (masuk Islam) sebelum ia menikah maka ia
dikembalikan kepada suaminya.

I




52

16

Apabila perempuan Nasrani telah masuk Islam sebelum
suaminya, maka seketika itu juga perempuan itu
menjadi haram bagi suaminya. Dawud berkata dari
Ibrahim Ibn asy-Saig, Ata’ ditanya tentang seorang
perempuan dart golongan Ahl al-"Ahdi yang telah
masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam pada
masa ‘iddahnya, apakah perempuan itu tetap menjadi
istrinya? ‘Ata’ menjawab perempuan itu bukan lagi
istrinya  kecuali  jika  perempuan itu  masih
menginginkannya maka harus menikah lagi dengan
akad nikah baru dan mahar. Mujahid berkata apabila
suaminya masuk Islam dalam masa ‘iddah maka ia tetap
mentkah dengan perempuan tersebut. Allah telah
berfirman: mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu
dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.

20

17

Anas berkata: “Dan perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatannya yang mempunyai suami-suami
yang merdeka haram untuk dinikahi kecuali budak-
budak perempuan yang kamu miliki”, Anas berpendapat
tiada  mengapa  laki-laki  menjadikan  budak
perempuannya sebagai istri. Anas berkata: “Dan
Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik sebelum
mereka beriman.

21

18

Perempuan dinikahi karena empat hal; yaitu karena
hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena
agamanya. Maka pilihlah yang beragama karena itu
akan melapangkan rizkimu.

57

Sesungguhnya orang-orang Mu’min, orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin,
siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka
akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka
bersedih hati.

47

Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu
kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara
kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah
dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan
tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang
lain sebagar Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka
berpaling maka  katakanlah  kepada  mereka:
“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang
menyerahkan diri (kepada Allah)”.

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan)
kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu
sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)?

I




Maka tidakkah kamu berfikir?

25

65

54

Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah”
dan orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putera Allah”.
Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka,
mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang
terdahulu. Dila’nati Allah-lah mereka; bagaimana
mereka sampai berpaling?.

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-
rabhib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga
mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam;
padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang
Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah

| dari apa yang mereka persekutukan.

26

65

55

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa
syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

27

65

56

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan:
“Bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga™.

70

65

--sda-- hlm. 5, (foot note No. 13)

70

66

Pada hant i dihalalkan bagimu yang baik-baik.
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al
Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-
wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab
sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan
maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak
menerima  hukum-hukum Islam) maka hapuslah
amalannya dan 1a di hari akhirat termasuk orang-orang
merugi.

70

67

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih
mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu
telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada
halal bagt orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir
itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada
(suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar.
Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu
bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu
tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

v




perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu |
minta mahar yng telah kamu bayar; dan hendaklah
mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di
antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

7

68

--sda-- hlm. 5, (foot note No. 13).

72

69

--sda-- hlm. 70, (foot note No. 67).

76

78

--sda-- him. 5, (foot note No. 13).

77

79

--sda-- hlm. 65, (foot note No. 54).
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77

80

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang vang berkata:
* Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam”,
padahal Al-Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil,
sembahlah ~ Allah  Tuhanku dan  Tuhanmu”
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu
dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan
kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah
ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan:
“Bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga”,
padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan
Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang
mereka katakan itu, pasti orang-orang vang kafir di
antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

78

&2

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang
musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu
kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah
menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diber1)
rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia
yang besar.

78

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang
musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan
meninggalkan (agamanya sebelum datang kepada
mereka bukti yang nyata.

BAB IV

116

36

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak.

Nikahlah dengan pasangan yang subur (produktif),
sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian
banyak di hart kiamat.

40

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah, vang mereka khawatir terhadap |

Vv




(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.

41

118

40

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah
pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi
mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak
dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni
kamu dan memberi ma’af kepadamu.

42

118

41

Isteri-isterimu  adalah (seperti) tanah tempat kamu
bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

118

Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu
yang mempunyal kemampuan, maka nikahlah, sebab

| nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara

kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai
kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa,
sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.

44

123

46

--sda-- him. 5, (foot note No. 13).

45

123

47

--sda-- him. 70, (foot note No. 67).

46

128

53

--sda-- him. 9, (foot note No. 18).
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Lampiran IL
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

. Asy-Syatibi. '

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-
Lakhmi al-Syatibi al-Gurnati. Ia meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya’ban
790 H/ 1388 M. beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan kesultanan
Nasri. Adapun karya-karya beliau antara lain-

. Al-Muwafaqat, sebuah karya yang monumental dan mengalami
beberapa kali publikasi dengan penyunting yang berbeda-beda.
Diantaranya adalah oleh Muhammad al-Khidir Husein, Muhammad al-
Husnayaini al-Makhluf dan Syekh Abdullah al-Darraz.

Al-I'tisam, yang dimaksudkan sebagai indeks dari al-Muwafagat.
Pertama kali diterbitkan tahun 1915 dan disunting oleh Muhammad
Rasyid Rida.

)

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fikih,
beliau juga guru besar pada fakultas al-Azhar dan salah seorang ustadz dari al-
Barra. Di samping itu seorang musayid al-umar dari partai politik ikhwanul
muslimin, penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-
Alqur’an dan al-hadis. Karya beliau terkenal adalah fikih al-Sunnah yang
menjadi refrensi dalam bidang fikih pada perguruan tinggi Islam fakultas
Svyari’.

3. Ibn Rusyd.

Nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad.
Lahir di Cordoba 1126 wafat Maroko 1198. Ia seorang Dokter, ahli hukum,
dan tokoh filosuf yang paling menonjol pada periode filsafat Islam (700-
1200). Di Barat namanya dikenal dengan Averoes. Dia berasal dari keluarga
yang besar sekali minatnya terhadap ilmu pengetahuan, ayah dan kakeknya
pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia pernah menduduki jabatan
antara lain sebagai godi (hakim) di Sevilla dan sebagai godi al-qudar (Hakim
Agung) di Cordoba.

Ibnu Rusyd terkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan,
sejak kecil telah menghafal al-Quran dan kemudian mempelajar ilmu
keislaman lainnya seperti tafsir, hadist dan sastra arab. Kemudian mendalami
matematika, fisika, astronomi, ligika, filsafat dan ilmu kedokteran.

Kejeniusan Ibnu Rusyd nampak dari berbagai karyanya yang selalu
membagi dalam tiga bahasan yaitu komentar, kritik dan pendapat. Kritiknya
sekaligus komentator pada filosof-filosof terdahulu seperti Aristoteles
sehingga ia terkenal di Erofa dengan Averroisme. Selain itu Juga ia banyak
mengomentari filosof-filosof Muslim seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajjah
dan al-Ghozali yang telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan
Latin.
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Karya-karya yang dapat ditemukan diantaranya Kitab al-Kulliya (buku
tentang filsafat), dalam ilmu kedokteran, Bidayah al-Mujtahid (permulaan
bagi Mujtahid) dalam bidang hukum, Kitab Fash al-maqal fi-ma bain asy-
Syari’ah wa-al-Hikmah min al-ittisal yang isinya menguraikan adanya
keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan,
al-Kasyf® An-manahij al-Adillah fi ‘Aqa’id al-Millah yang menjelaskan secara
rinci masalah akidah yang dibahas oleh para filosof dan teolog Islam.

Bukunya yang paling terkenal dan paling kontroversi adalah tahafut
at-tahafut yang kandungannya membela para filsuf dari tuduhan Kkafir
sebagaimana dilontarkan oleh al-Ghozali dalam rahafut al-falasifah.

Ibn Rusyd sempat diasingkan ke sebuah tempat bernama Lucena
karena fitnahan para ulama figh yang pada waktu itu sedang menjabat godi a-
qudat. Fitnahan yang dituduhkan padanya bahwa ia telah menyebarkan faham
filsafat yang sesat. Pada waktu itu Ibnu Rusyd dekat dengan amir-amir Dinasti
al Muwahidiun khususnya dengan Abu Yusuf Ya’kub al-Mansur, amir ketiga
Dinasti Al-Muwahidun. Buku-buku karyanya di buang dan dibakar dan
setelah beberapa tahun, al-Mansur memaafkan dan membebaskannya
kemudian Ibn Rusyd pergi ke Maroko sampai akhir hayatnya.

4. Imam Abu Dawud.

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Syjistan (terletak antara Iran dan
Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama
yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, ‘Usman bin Abi
Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya
antara lain an-Nasa’i, at-Turmuzi, Abu ‘Awwanah dan lain-lain. Beliau
dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang
berjudul as-Sunan atau biasa disebut Sunan Abu Dawud. Kitab ini berisi
beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama
ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk
kelompok al-Kutub al-Xhamsah (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud
wafat di Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan
tanggal 21 Februari 889 M.

5. Imam asy-Syafi’i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Usman bin
Syafi’ bin Sa’ib bin ‘Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin ‘Abdi Manaf bin
Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada
tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur’an 30 juz.
Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik.
Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi.
Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk
menuntut ilmu. Imam as-Syafi’i adalah seorang ulama besar yang mampu
mendalami dan menggabungkan antara metode 1jtthad Abu Hanifah dan Imam
Malik, sehingga menemukan metode ijtthadnya sendin yang mandiri. Beliau
sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada
keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang
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paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab al-Um (kitab induk), al-
Mabsut (figh) dan ar-Risalah (usul figh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 8§22
di Mesir.

6. Imam Malik bin Anas.

Nama lengkap beliau: Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin
Abu ‘Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H/ 712 M, di kota
Madinah. Ia adalah seorang /mam Dar al-Hijrah dan seorang fakih, pendiri
mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi
para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam [lmu hadis dan memangku
Jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab “a/-
Muwatta™, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab figh. Di
samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-
muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama “a/-
Mudawwanah al-Kubra” yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki.
Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur’an, al-
hadis, [jma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para
[mam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada
tahun 179 H/ 795 M di Madinah.

7. Muslim.

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah Abdul
Husain Muslim Ibn al-Hajjad ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Diantara
karangannya yang terkenal adalah Shahih Muslim dan para ulama sepakat
bahwa kitab tersebut statusnya di bawah Shahikh Bukhari

8. M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasamya di Ujung Pandang, ia melanjutkan
pendidikan menengahnya di Malang. Sambil nyantri di Ponpes Darul Hadis
al-Fighiyyah. Pada tahun 1958 berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di kelas
2 Tsanawiyah al-Azhar, pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (S1) Fakultas
Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan
pendidikannya pada Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar
M.A, untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur’an dengan Tesis berjudul “a/-
ljaz al-Tasri'ty al-Qur'an al-Karim”. Sejak 1984 ia ditugaskan di Fakultas
Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

9. Rasyid Rida

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rasyid Ridha Ibn
Muhammad Syams ad-Din al-Qalamuny. Ia lahir di suatu desa bernama
Qalmun, tidak jauh dari Tripoli, daerah di Syiria (Syam) pada tanggal 27
Jumadil-Ula tahun 1282 H (1865 M). Rasyid Ridha bersama Muhammad
Abduh menulis sebuah tafsir al-Qur’an yang disebut tafsir al-Manar. Selain
itu beliau juga aktif menulis, karya-karyanya antara lain adalah 7urikh ai-
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Ustadz al-Imam as-Syaikh ‘Abdub, Yusr al-Islam wa Ushul al- Yasyri® al-
‘Amm, al-Khilafat dan lain-lain. Rasyid Ridha wafat pada bulan Agustus 1935
sewaktu baru saja kembali mengantar pangeran Su’ud ke kapal Suez.
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